
Lampiran
Nomor
Tanggal

: rtK otot -9o lWq
: 5 Juli 2023

Yth.

1. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan lnvestasi;

2. Kepala Pusat Fasilitasi lnfrastruktur Daerah;

3. Plt. Kepala Biro Hukum;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.



Nomor
Lampiran
Hal

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251538, Faksimili (021) 7251538

: HKOrCl _ Ss/r4g Jakarta, , Juri 2023
: 1 (satu) berkas
: Penyampaian Konsep surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian

PUPR tentang Standar Pelayanan publik Terpadu

Yth.
(Daftar terlampir)
di-

TEMPAT

Dalam rangka untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dan untuk memberikan jaminan kualitas pelaksanaan pelayanan
publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dipertukan penetapan
Standar Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PUPR melalui Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Kementerian PUPR. Biro Komunikasi Publik telah mengoordinasikan
penyusunan Standar Pelayanan tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

1. Telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal 30 AgustusZOZ2
untuk membahas konsep Standar Pelayanan dengan melibatkan unsur pemangku
kepentingan yaitu pengguna layanan, ahli/akademisi, instansi terkait, dan media
MASSA;

2. Telah diselenggarakan Konsinyasi Pelayanan Publik Terpadu pada tanggal 2B-2g
Maret 2023 yang dihadirioleh unit kerja penyelenggara Iayanan dan Biro Hukum untuk
membahas dan mematangkan konsep Standar Pelayanan;

3. Berdasarkan masukan pada kegiatan FKP dan Konsinyasi Pelayanan Publik Terpadu
tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Standar Pelayanan Publik
Terpadu sebagaimana dapat diakses pada link berikut
https ://bit. lv/KonsepSESekienStandarPPT.

Sehubungan dengan haltersebut, kami mohon dengan hormat perkenan BapaUlbu
untuk memberikan persetujuan atas konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal PUPR
dimaksud, selambatnya Selasa, 11 Juli 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan
terima kasih.

.--ffi.
Kepala

NIP: 1

Tembusan
Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan)

btik,

1031













LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Konsep dari: Pemeriksa akhir

Paraf dan Tanggal
Ditetapkan Oleh

Biro Komunikasi
Publik

1. Kepala Biro Komunikasi publik;

2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur
Daerah;

3. Plt. Kepala Biro Hukum;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air;

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Marga;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta;

7. Sekretaris Direkrorat Jenderal Bina {, I
Konstmksi- ,'

Dadang Rukmana

Staf Ahli Menteri Bidang
Ekonomi dan Investasi

Sekretaris Jenderal

M. Zaina.l Fatah

Diperiksa Oleh:

Kabag Pelaporan
Pimpinan dan

Pembinaan

Kabag PUU dan
Kepatuhan Hukum

Mardi Parnowiyoto

Pranata Humas Ahli
Muda

*,Mr,;,

Publik

RoesiAdintya'

Dikirim tanggal:

Para Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN

NoMOR: /SE/SJ/2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU

A. Umum

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan publik Terpadu
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan,
menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah
terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan
pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan
standar pelayanan publik terpadu;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat perlu menggiatkan
penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat
dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar pelayanan pubtik
Terpadu di Kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Ralryat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Und.ang-Undang
Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lcmbar Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2o1g Nomor 1g2);

Konfirmasi/ Paraf

IW
,}

a



KEMENTFRIAI.] PEKF]RJAAN UMU\I DAN PERLMAHA\ R A KYAT
Xonnrmasi / Paraf

I I \tlt\R Kl \l)\l IPR(rl)t K lI \l U

Dii.lapkan Ol.h

Publ*
3

4

5

6

7

Kepala Biro Komunikasi Publik;

Plt. Kepala Biro Hukum;

a-"3|Y

StaJ Ahli Mentcn BidanS TchDlogi
Industri dan Lisgkungan

selaku PPID Utemai

Endra S. Atmawidlaja

tt

Dtrriksr ol( L

,i

,\'

KabaS P.laporan

W

Biro Huhrm
Kabae PUU dah

K.patuhan Hukllnr

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NoMoR: lKPrSlPPIDl2o23
TENTANG

.PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

rAHUN 2023

T

Dikirim lanSa&l

Meninrbang

d.

Mengingat : I

b

bahwa b€rdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 6l Tahun 20lO tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor l4 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, perlu dilakukan pengujian konsekuensi secara seksama
dan p€nuh ketebtian sebelum sustu informasi ditetapkan sebagai
informasi yang dikecualikan;
bahwa untuk melrksanakan kctenruan Pasal 4 ayat 12) huruf a
Peraturan Komisi lnformasi Pusat Nomor I Tahun 2Ol7 tentang
Pengklasilikasian lnformasi Publik, perlu membuat Daftar
Informasi yang Dikccuatikan di lcmenterian Pckerjaan Umum dan
Perumahan Ralyat:
bahwa dalam rangka pemutakhiran, [,ampiran Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Nomor:
02/KPTS/ PPID/2O2 t tentang Daftar lnformasi yang Dikecualikan
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat perlu
diperbaharui;
bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimalsud datam
huruf a, huruf b, dan huruf c, p€rlu menetapkan Keputusan
Pejabat Pengelola lnformasi Dan Dokumentasi Utama tentang
Pemutakhiran Daftar tnformasi Yang Dikecualikan Kcmenterian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralg/ar Tahun 2022;

Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tcntang lcterbukaan
Informasi Publik (Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2010, Tambahan kmbaran Negara Repubtik lndonesia
Nomor 5l49);

t "*0,

c



Pemeriksa akhir
Paraf dan Tanggal

Ditetapkan OlehKonsep dari: Konfirmasi / Paraf

Staf Ahli Menteri Bidang
Ekonomi dan lnvestasi

Dadang Rukmana

il
Sekretaris Jenderal

M. Zainal Fatah

Kepala Biro Komunikasi wAw; tLot/o7fi
2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur

Daerah;

3. Plt. Kepala Biro Hukum;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air;

-5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina

Marga;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta;

I 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
I

I Konstruksi.

Biro Komunikasi
Publik

tW
Diperiksa Oleh:

Kabag Pelaporan
Pimpinan dan

Pembinaan

Kabag PUU dan
Kepatuhan Hukum

Mardi Parnowiyoto

Pranata Humas Ahli
Muda

*,M*";,

Publik

Roesi

Dikirim tanggal:

LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN

NoMoR: /SEISJ 12023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU

A. Umum

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak

dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan,

menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah

terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan

pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan

standar pelayanan publik terpadu;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralgrat perlu menggiatkan

penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat

dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris

Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik

Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra$at.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik (kmbar Negara Republik Indonesia

Tahun 2O12 Nomor 215);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 182);



KEMENTERIAI.; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Konsap alan

l. X"pola arro Xomunikasi Publik:

2. K.p.L Pur.t F .ilit.ti lnfrarrruktu,
Da.'ah; V v/7/tl

3. Ph. Xrp6l. giro Hukum:
4 S.kret.ns Dircktorat Jcnd.rrl

Srrntar Da!r. ar:

StaI Ahl! M.nr.n Bidang
Ekonomi dan lneestasi

DadrDg Rukmana

I.F\IRAR KE}IDAT.I PROT'UK HUKU\1

Dilctapkan Ol.h

5 Sclrclr.is D,rrktor.r J.ndcrd Biae

Usrga;

6. Sckcrari! Dircktoret Jcnddrl Cipra;

7. Sakr.trns Dirckrolat Jcndcral Bill
Konstauksi

Y. Zarnal Farah

Pimpinan Tinggr Madya

SURAT EDARAN

NoMOR: l9ElSJ12o23
TEIIIANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIX TERPADU

Umum

Scbagai upaya ultuk m.rujudkan pcnyclcnggaraan p.layansn hrblik Terpadu
sesuai &ngan asas peny.lengga.aan pemcrint h yang baik, h6vujudkan kepastian hak
dan k"T,ajiban b.rbagai pihak yang bcrkaitan dcngan pcnyclenggaraan pelayanan,

Eenjamin dan menintksfkan kualitas pelayan publik yant disiplin scrta mencegah
tcrladinye pDtensi Frbuetan yang drpat mcngarah pada pclanggaran dtsiplin dah
pclsnggeran hukum, EctiEp pcnyclcogga.e pchy.ftn publik tcrpadu wajib mcnetapkan
standar fElaysnan publik tcrpsdu;

N.mcntcrian P.kerjsan Umum dan perurhahan Ralgret perlu mentgiatkan
pcncrape, nilai pelay.ran publik t.rpadu sesu.i dcngan asas_asas umum
p.mcrintahan yang bark rrhingga drpat mcmbcri p.rlindungan bagt sctiap ma6yarakar
dari pcnyqlaiEunaan we*enang di dalam pcnyclcnggarean pclayanan publik tcrpadu.
B.rdasarkan Frtirnbangan tcrlcbut di alas pcrlu mcnatapkar Surat Edaran Sekrrtans
Jerdcral Pek"rjean Umum de.r! pcrumahan Rakl at tcnra-nt StaDdar pcl,ayanan publik
Tcrpadu di Kcmcntcrian pckcrjaan Umum dar pcrumahan Rakyat.

Das€r Pqmbcntukan

l. Pcraturan Pemdiatah Nomor 96 Tahun 2O!2 tcntang prlaksanaan Undang_Undong
Nomor 25 Tahun 2OO9 teoranS pelayenan publik ltcrnbar Ncgara Republik lndonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 2lsli

2- Peraturan Pr6idcn l{omor 95 Tqhun 2olg tcntang Sirtcm pemcrintahan Bcrbasis
Elcktronik {Lcrobsr tlcgara Rcpublik Indoocrie Tahun 20l8 Nomor lE2l:

rh

Publrk

:lrrrd, Parn6$vor.

(.p.tuhan Hukum

Drkr,ln tang86l

B

Pcmaiklr aklnr
Paraf dan Tanggal

Publik
Sckrctans J.nd.rsl

Pranab Humas Ahli

,,IW;,



LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Konsep dari Konfirmasi/Paraf Pemeriksa akhir

Paraf dan Tanggal
Ditetapkan Oleh

Biro Komunikasi
Publik

Kepala Biro Komunikasi e"sifXffi
2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur

Daerahl

Plt. Kepala Biro Hukum;

Sekretaris Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air;

-5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina

Marga;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta;

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi.

1

3

lf t'
Dadang Rukmana

Staf Ahli Menteri Bidang
Ekonomi dan Investasi

,,
Sekretaris Jenderal

M. Zainal Fatah

Diperiksa Oleh:

Kabag Pelaporan
Pimpinan dan

Pembinaan

Kabag PUU dan
Kepatuhan Hukum

Mardi Parnowiyoto

Pranata Humas Ahli
Muda

*,lwr.;,

Publik

{,ftP,
Adintya Tablta Roesi

Dikirim tanggal:

Para Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN

NoMoR: lSElsJ 12023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU

A. Umum

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan,

menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah

terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan
pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan
standar pelayanan publik terpadu;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan
penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat
dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat tentang Standar Pelayanan pubtik
Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Ralqrat.

B. Dasar Pembentukan

i' Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Und.ang-Undang
Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembar Negara Repubtik Indonesia Tahun 201g Nomor 192);



Konacp dari: Konfirmasi/ Paref Peltrcriksa akhir
P&raf dan Taaggal

Ditctapk6n Olch

Biro fohunik .i
hbliL

l. Kepala Biro Komunikasi publik;

t Fasilitssl tni-altrukur
Dacrah;

3, Ptt. Kcp..h Birc Hukum;
4- Sclsctaris Dircldorat Jcndcr.l

Sumbcr Days Ai!-;

Sckrcteris Dircktomt Jendcral Bina
xania; 4 \$f)

6. Sckrctarts Dkrlco.at Jeoderal Cipta;
7. Sclaetaris Dirddorat Jcndarel Bha

KoDstruksi

2. Kcpatra Pula Staf Ahli Mcntcri Bidang
Ekonomi dan Invcstsli

Dad.n8 Rukmana

SeLr.tada Jcnd.rel

M. Zainal F&tah

Dipcrik a OLh:

I(ab6g Pcl,aporan
Pi[rptnsn dsn

Pamblnaen

Mrrdi Pefiolrriyoto

Itan&ta Huma! Ahli
Muda

*ilM

Publik

Rotsr

Dikirjd tsngtal;

LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT

th.
Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN

NoMOR: /SE/SJ/2O23
TENTANG

STANDAR PEIAYANAN PUBUK TERPADU

Uanrrm

Sebagai upaya unt\rk mcwujl'rik.h pcnyclcnggaraaa pel,ayanaa publik Tcrpadu
sesuai dengan asas penyelenggaraan grenrerinah yang baik, mewujudkan k€pastian hak
dan kewajiban berbagai pihaL yang berkaitan dcnga7| pcoyclc4ggaraan pelayanan,
mcnjamin dan meningkatl€n kualitas pcLyan publik yang disiptin serta Eerrccgah
tciadinya potensi p€rbuatan yang dapat mcngarah pada pclanggaran disiplin dan
pelangtaran hukum, sctiap penyclcnggara pelayanan publtk tcrpadu wajib mcnctapkan
standar pelayaoan publik terpadu;

Kemcntcrial pekcrjean Umura dan pcrunahan Rqkyat p€f,lu mcnggiattan
pcneraprJ! nilai pelayanan publik terpadu cesurt dange$ aBaa-ala:t umum
pcmerintahan yang ba& sehinggs dapat memberi perlinduntan bag s€tiap masyarakat
dari penyalahguaaan wcwenang di dalam pcnyclenggaraan pclayanan publik t€rpadu.
Berdasarkaa pcrtimbangan te^ebut di atas pcrru menetapkan surat Edarsn sekrctaris
Jendcral Pekerja.an Umuo daa perurnehsn R.brat tentant StaDdar Fcl,afanan publtk
Terpadu di Kcmcnterian pckcrjaan Umum dan pcrumahan Rskyat.

B. Dasar Pembcntuken

l. Peratulatr pcmcrintah Nomor 96 Tahun 2012 tcntang pelalcanaan Undsrtg_Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tcntanS pdayanan fubllk (t embar Negara Rcpublik Indonesia
Tahua 2012 Nomor 215);

2. Peratula! Prcsidco Nomor 95 Tehrm 20rg tcntang sistem peocrintah. r Bcrbasic
Elel<tronik (Lcmbar Ncgara Rcpubuk lndoncsra Tahun 2O1g Norror lg2);

Kebag PUU drn
Kcpatuhan Hukuo



LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Konsep dari: Konfirmasi/ Paraf Pemeriksa akhir

Paraf dan Tanggal
Ditetapkan Oleh

2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur

Daerah;

3. PIt. Kepala Biro Hukum;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air;

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina

Marga;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta;

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi.

I

Dadang Rukmana

Staf Ahli Menteri Bidang
Ekonomi dan Investasi

!l

I

Sekretaris Jenderal

M. Zainal Fatah

Biro Komunikasi
Publik

Diperiksa Oleh:

Kabag Pelaporan
Pimpinan dan

Pembinaan

Kabag PUU dan
Kepatuhan Hukum

Mardi Parnowiyoto

Pranata Humas Ahli
Muda

*,Mr,;,

Publik

RoesiAdintya'

Dikirim tanggal:

Yth
Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN

NoMoR: /SE/SJ/2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU

A. Umum

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan,

menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah

terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan
pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan
standar pelayanan publik terpadu;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan
penerap€rn nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat
dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayarlan publik terpadu.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat tentang Standar Pelayanan pubtik

Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayanan Pubtik (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2o1g Nomor 1g2);

fW
1. Kepala Biro Komunikasi Publik;;fL



LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Konsep dari Konfirmasi/Paraf Pemeriksa akhir

Paraf dan Tanggal
Ditetapkan Oleh

IW
Biro Komunikasi

Publik

1. Kepala Biro Komunikasi eub[k;/OtSbA
2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur 

IDaerahl 
I3. Plt. Kepala Biro Hukum; 
i4. Sekretaris Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air;

-5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina

Marga;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta;

7. Sekretaris Direktorat Jenderal B.ina t{l
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Dikirim tanggal:

Para Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN

NOMoR: lSEls.Jl2O23
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU

A. Umum

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak

dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan,

menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah

terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan

pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan

standar pelayanan publik terpadu;

Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Ra$at perlu menggiatkan

penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat

dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris

Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik
Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralgrat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (I.embar Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2o18 Nomor 1g2);
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4. Sekretaris Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air;
-5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina

Marga;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta;

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi.

I

M,6o
Dadang Rukmana

Staf Ahli Menteri Bidang
Ekonomi dan Investasi

:|
Sekretaris Jenderal

M. Zainal Fatah

Diperiksa Oleh:

Kabag Pelaporan
Pimpinan dan

Pembinaan

Kabag PUU dan
Kepatuhan Hukum

Mardi Parnowiyoto

Pranata Humas Ahli
Muda

'ffiru
Taufan I{g!}*woro

*Mr;,

tffr*",
Adintya Tablta Roesi

Dikirim tanggal:

Yth.
Para Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN

NoMoR: lsElSJ 12023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU

A. Umum

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan,

menjamin dan meningkatkan kua-litas pelayan publik yang disiplin serta mencegah

terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan
pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan
standar pelayanan publik terpadu;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan
penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat
dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpad.u.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan publik
Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (l,embar Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 2i5);

2- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 1g2);
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